Menimbang :

Mengingat

BUPATI LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban
Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur
‘scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kecuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daecrah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049)

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kepala Daecrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemecrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 19 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodecfikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tecknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daecrah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daecrah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007
Nomor 01);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
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dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 141);

Peraturan Daecrah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum
(Lembaran Daecrah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum
(Lembaran Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);
Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Hak Kcuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 8);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018

tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru
(Lembaran Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110);
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daecrah Kabupaten Lumajang
Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Beclanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun 2021
Nomor 88);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun
2022 Nomor 60);.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1.

PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 361.388.610.784,38
b. Transfer Pemerintah Rp 1.425.426.944.694,00

Pusat - Dana
Perimbangan

c. Transfer Pemerintah Rp 202.373.672.440,00
Pusat - Lainnya




d. Transfer Pemerintah
Provinsi

e. Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan
Jasa

3) Belanja Bunga

4) Belanja Subsidi

5) Belanja Hibah

6) Belanja Bantuan
Sosial

Jumlah Belanja
Operasi
b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah

2) Belanja Peralatan
dan Mesin

3) Belanja Gedung dan
Bangunan

4) Belanja Jalan,
Irigasi dan Jaringan

5) Belanja Asct Tetap
Lainnya

6) Belanja Aset
Lainnya

Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga
1) Belanja Tidak
Terduga
Jumlah Belanja Tidak
Terduga

JUMLAH BELANJA

d. Transfer

Transfer Bagi Hasil Ke

Desa

1) Bagi Hasil Pajak

2) Bagi Hasil Retribusi

3) Bantuan Keuangan
Kepada
Prov/Kab/Desa

Jumlah Transfer

Jumlah Belanja +

Jumlah Transfer

Defisit

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan
Pembiayaan
1) Penggunaan Sisa
Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)

Rp  301.046.181.893,28

Rp 17.323.289.749,14 +

Rp 180.239.233.273,00
Rp 29.030.679.567,84 +
Rp 2.198.459.140.759,22
Rp  773.991.369.810,00
Rp  569.495.778.688,31
Rp 9.343.427.504,00
Rp 0,00
Rp 199.979.179.336,77
Rp 22.644.173.264,00
=5
Rp 1.575.453.928.603,08
Rp 599.422.840,00
Rp 58.222.039.408,00
Rp 36.269.148.536,35
Rp 195.849.177.875,43
Rp 5.628.827.089,00
Rp 4.477.566.144,50 4+
Rp 17.323.289.749,14
Rp 1.893.823.400.245,50
Rp 6.049.400.305,00
Rp 3.927.146.420,00
Rp  344.961.116.590,00 +
Rp 2.248.761.063.560,50
Rp  232.601.972.821,35

Rp 354.937.663.315,00 +

(Rp 50.301.922.801,28)



2) Pencairan Dana Rp 0,00
Cadangan

3) Hasil Penjualan Rp 0,00
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

4) Pinjaman Dalam Rp 133.587.464.900,00
Negeri - Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

S) Penerimaan Rp 157.561.000,00
Kembali Pinjaman
kepada Masyarakat

6) Penerimaan Piutang Rp 0,00
Daerah
7) Dana Talangan Rp 0,00 +
v Rp  366.346.998.721,35
Pembiayaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan
1) Pembentukan Dana Rp 15.000.000.000,00
Cadangan
2) Penyertaan Modal Rp 500.000.000,00
(Investasi)
Pemerintah Daerah
3) Pembayaran Pokok Rp 40.907.406.043,00
Utang
4) Pemberian Rp 0,00
Pinjaman Daerah
5) Pembayaran Utang Rp 0,00 4+
Belanja
Jumlah Pengeluaran Rp 56.407.406.043,00
Pembiayaan
Pembiayaan Neto Rp 309.939.592.678,35 +
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp 259.637.669.877,07

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




“Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daecrah

Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pdda tanggdl 31 Juli 2023

BUT}AE 19?1‘; MAJANG,

HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Juli 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 40




